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ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah: mengetahui, memahami dan menganalisis kedudukan kreditor konkuren dalam Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks dan perlindungan kreditor konkuren dalam putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks dan putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)  Kedudukan kreditor konkuren dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks, dapat dikatakan bahwa Kreditor konkuren belum menerima haknya atau belum terpenuhi perlindungan hukumnya, yaitu pengembalian dana umrah Adapun kekuatan hukum dari kreditor konkuren terlihat dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUHPerdata, 2) Permohonan pailit dengan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/ 2018/ PN.Niaga.Mks  dan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Mks   terbukti dengan jelas dan sesuai dengan fakta hukum. Sedangkan wujud perlindungan Kreditor konkuren dalam putusan in casu yaitu melakukan Melakukan pencocokan (verifikasi) piutang, Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor Pailit Kepada Para Kreditor, Menghadiri rapat Kreditor, dan perdamaian.
Kata Kunci: Kreditur; Konkuren; Kepailitan 
ABSTRACT

The objectives of this study are: to know, understand and analyze the position of concurrent creditors in the Decision Number. 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks and concurrent creditor protection in the decision Number. 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks and decision Number: 4 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN Niaga Mks. The type of research in this thesis uses a normative juridical approach. The results show that: 1) The position of concurrent creditors in Decision Number 04 / Pdt.Sus PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks, it can be said that concurrent creditors have not received their rights or have not been fulfilled legal protection, namely refunding umrah funds. The legal strength of concurrent creditors is seen in Article 1131 of the Civil Code and Article 1132 of the Civil Code, 2) Application for bankruptcy with Decision Number 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga.Mks and Decisions Number 4 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN.Niaga Mks is clearly proven and in accordance with legal facts. Meanwhile, the form of concurrent Creditors 'protection in the in casu decision is to carry out verification (verification) of accounts, Provision of Postponement of Debt Payment Obligations of Bankrupt Debtors to Creditors, Attending Creditors' meetings, and reconciliation.
Keywords: Creditors; Concurrent; Bankruptcy
PENDAHULUAN  
Kepailitan dalam pengertian Undang-Undang kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas setelah melewati proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Kartoningrat & Andayani, 2018). Di satu sisi akan banyak pihak (kreditor) yang terlibat dalam proses tersebut, karena pihak debitor yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari satu, sedang di sisi lain, belum tentu harta pailit mencukupi, apalagi dapat memenuhi semua tagihan yang ditujukan pada debitor (Mantili, 2015). Masing-masing kreditor akan berusaha untuk secepat-cepatnya mendapatkan pembayaran setinggi-tingginya atas piutang mereka masing-masing (Ermawan & Yunus, 2019). Kondisi tersebutlah yang melatarbelakangi lahirnya aturan-aturan yang mengikat di dalam proses kepailitan, yang mengatur pembagian harta pailit di bawah kendali kurator disertai pengawasan hakim pengawas.
Secara teoretis, kreditor dapat dibedakan menjadi 2 jenis: (1) kreditor dengan jaminan (secured creditor) yang terdiri dari pemegang hak gadai dan atau fidusia (jaminan benda bergerak), serta pemegang hak tanggungan dan atau hipotek (jaminan benda tidak bergerak); dan (2) kreditor tanpa jaminan (unsecured creditor) yang dapat memiliki hak istimewa (baik umum, maupun khusus) ataupun tidak (Frija, Susilowati & Saptono, 2016). Di dalam proses kepailitan sendiri, dikenal tiga macam kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren ( Lihat juga penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004: Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen (Christy, Wilsen & Rumaisa, 2020). Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan) (Rahmani, 2018). Pembedaan menurut UU 37/2004 tersebut, berhubungan dengan posisi kreditor bersangkutan dalam proses pemberesan harta pailit (Noviana, 2006).  
Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau kreditor dengan jaminan, disebut kreditor separatis (Winarno, 2013), karena, berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan) (Saragih, 2013). Kreditor tersebut berwenang untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Separatis di sini berarti terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminkan dari harta yang dimiliki debitor yang dipailitkan (Putra, 2014). Dengan begitu, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminkan untuk piutangnya. Sepanjang nilai piutang yang diberikan oleh kreditor separatis tidak jauh melampaui nilai benda yang dijaminkan dan kreditor berkuasa atas benda itu, maka proses kepailitan tidak akan banyak berpengaruh pada pemenuhan pembayaran piutang kreditor tersebut. Apalagi, kalau pembayaran cicilan utang secara berkala juga telah dipenuhi oleh debitor (Muryati, Septiandani & Yulistyowati, 2017).
Menurut UU No. 37/2004, apabila kuasa atas benda yang dijaminkan ada pada debitor pailit atau pada kurator, maka hak eksekusi terpisah tersebut di atas, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan (pasal 56 ayat 1) (Susilowati & Mahmudah 2016). Sedang apabila nilai eksekusi benda tertentu tersebut ternyata tidak cukup untuk menutup utang debitor, maka kreditor separatis dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditor konkuren untuk menagih sisa piutangnya (Pasal 138 jo. pasal 189 ayat 5 UU No. 37/2004). Demi kepastian hukum, hak eksekusi langsung yang dimiliki oleh kreditor separatis hanya bisa digunakan dalam jangka waktu 2 bulan setelah terjadinya keadaan insolvensi.( Pasal 59 ayat 1 UU No. 37/2004)  Setelah lewat jangka waktu tersebut, eksekusi hanya dapat dilakukan oleh kurator, meskipun hak yang dimiliki kreditor separatis (sebagai kreditor dengan jaminan) tidak berkurang.( Pasal 59 ayat 2 UU No. 37/2004) Perbedaan proses eksekusi tersebut akan berakibat pada perlu tidaknya pembayaran biaya kepailitan dari hasil penjualan benda yang dijaminkan ( Pasal 191 UU No. 37/2004) (Natalia, 2018).
Kreditor preferen berarti kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. UU No. 37/2004 memakai istilah hak-hak istimewa, sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata (Penjelasan pasal 60 ayat 2 UU No. 37/2004). Hak istimewa mengandung arti hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya. (Pasal 1134 KUH Perdata) (Primadhany, 2014). Menurut KUH Perdata, ada dua jenis hak istimewa, yaitu hak istimewa khusus (pasal 1139) dan hak istimewa umum (pasal 1149). Hak istimewa khusus berarti hak istimewa yang menyangkut benda-benda tertentu, sedang hak istimewa umum menyangkut seluruh benda. Sesuai dengan ketentuan KUH Perdata pula, hak istimewa khusus didahulukan atas hak istimewa umum (pasal 1138) (Mahmudah, 2018). 
Kreditor konkuren atau kreditor biasa adalah kreditor pada umumnya (tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa). Menurut KUH Perdata, mereka memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang seimbang (proporsional) atas piutang-piutang mereka (Pasal 1136 KUH Perdata) (Pakel, 2018). Ketentuan tersebut juga dinamakan prinsip paritas creditorium'. Sehingga posisi pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) pada dasarnya lebih tinggi dari pemegang hak istimewa (kreditor preferen) untuk benda-benda yang dijaminkan, dengan beberapa perkecualian, seperti biaya-biaya perkara atau tagihan pajak. Sedang posisi dua jenis kreditor tersebut berada di atas posisi kreditor konkuren atau kreditor biasa yang menunggu pembagian pembayaran tagihan secara merata dari harta pailit menurut prinsip keseimbangan (Abbas, Salle & Djanggih, 2019). 
Dewasa ini terdapat beberapa kejadian yang kita temui khususnya dalam hal pengumpulan dana masyarakat dalam jumlah yang besar, sebut saja salah satu kejadian yang terjadi di Kota Makassar yaitu “Kasus Abu Tours”, yang telah divonis pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Makassar yang disebutkan dalam amar putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks. Menyatakan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. AMANAH BERSAMA UMAT (ABU TOURS) berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No. 32i Kota Makassar, Sulawesi Selatan, MUHAMMAD HAMZAH MAMBA, berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No. 32i RT 001 RW 012 Kel. Bongaya Kec.Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan NURSYARIAH MANSYUR, berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No. 32i RT 001 RW 012 Kel. Bongaya Kec.Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan, PAILIT dengan segala akibat hukumnya Juga pada putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks, yang dalam amar putusan menyatakan :
Menyatakan CV. SINAR UTAMA TRIPUTRA, beralamat di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami Komp Pergudangan Logistik Blok D&E, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU I dan MICHAEL ERICA WONGKAR, beralamat di Jalan Lagaligo No. 34, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU II, Pailit dengan segala akibat hukumnyaTerdapat banyak masyarakat dan/atau nasabah pada Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks dan putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks,  terdapat Kreditor yang tidak memiliki jaminan dan di kategorikan sebagai Kreditor Konkuren, Kreditor konkuren dalam UU 37/2004 adalah kreditor pada umumnya (tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa). Menurut KUH Perdata, mereka memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang seimbang (proporsional) atas piutang-piutang mereka (Pasal 1136 KUH Perdata). Meskipun kedudukannya bukanlah merupakan kreditor yang didahulukan namun kreditor konkuren adalah kreditor yang juga memiliki hak terhadap harta pailit. Meski begitu, adanya aturan-aturan dalam kepailitan, belum jelas mengatur hak dan posisi kreditor konkuren, bahwa kreditor konkuren haruslah mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalail-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah law in books, yakni mengamati relitas hukum dlam berbagai norma atau kaidah-kaidah hkum yang telah terbentuk (Syahruddin Nawi, 2018; 7).   Dalam penelitian hukum secara normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang juga dapat meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto, 2007) serta mutlak menggunakan kerangka konsepsionil yang susunannya bersumber dari perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian atau yang hendak diteliti. Sebagai penelitian hukum normatif (Nawi, 2018) tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan peraturan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
PEMBAHASAN
Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pailit Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga.Mks dan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Mks
Pertimbangan hukum berisi mengenai analisis, argumen, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Biasanya terdapat pertimbangan yang sering kali dijadikan alasan atau dasar bagi pihak yang dikalahkan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya, dengan menganggap bahwa suatu putusan tidak cukup pertimbangan, sehingga berharap putusan tersebut dibatalkan. Guna keperluan penelitian agar lebih menyeluruh maka kiranya perlu ditinjau hasil pertimbangan yang telah dikeluarkan oleh hakim ditingkat pertama seagai judex facti untuk mendapatkan gambaran yang terang tentang perkara ini. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kepailitan terhadap PT.Amanah Bersama Umat (ABU TOURS) dan CV. Sinar Utama Triputra. Adapun pertimbangan hukum hakimnya, sebagai berikut :
1.
Pertimbangan Hakim di Dalam Memutus Putusan Pailit Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga.Mks dan Putusan Pailit Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks
Putusan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para pemohon PKPU Hj. Harmawati, ST., Nurhayati Arifin dan Hj. Syalbiah, S. dengan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga.Mks, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa mengenai Hakim Pengawas yang telah ditunjuk sebagaimana tersebut dalam putusan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara tersebut, yakni DR. BASLIN SINAGA, SH.MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/ Niaga Makassar, setelah Majelis mencermatinya, Hakim Pengawas tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah berusaha untuk terlaksananya perdamaian antara para Kreditor dengan Debitor, meskipun belum berhasil sebagaimana yang diuraikan di atas. Sehingga dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk dalam putusan PKPU sementara tersebut, akan ditunjuk dan diangkat Kembali sebagai Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan ini;
Menimbang, bahwa demikian pula untuk menunjuk dan mengangkat Kurator, maka Majelis berpendapat bahwa Pengurus yang ditunjuk dan diangkat dalam PKPU sementara tersebut yakni, TASMAN GUSTOM, SH. MH., AAAI (K)., SUSI TAN, SH.MH., MUNIAR SITANGGANG, SH.MH., SOFIA BETTRYS MANDANGI, SH dan CHRISTINE N.A.SOUISA, SH., juga akan ditunjuk dan diangkat Kembali dalam perkara kepailitan ini;
Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut didasarkan pada penilaian bahwa Tim Pengurus tersebut telah menjamin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Hakim Pengawas dalam melakukan tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya, yang juga didukung dengan adanya catatan dari Hakim Pengawas dalam laporannya tertanggal 18 September 2018 tersebut, yang mengisyaratkan bahwa Tim Pengurus dalam PKPU sementara tersebut, ditunjuk dan diangkat kembali sebagai KURATOR jika Majelis memutuskan adanya Kepailitan;
Menimbang, bahwa TASMAN GUSTOM, SH. MH., AAAI (K)., SUSI TAN, SH.MH., MUNIAR SITANGGANG, SH.MH., SOFIA BETTRYS MANDANGI, SH dan CHRISTINE N.A.SOUISA, SH., kembali dimohonkan untuk diangkat menjadi KURATOR oleh kuasa Pemohon PKPU, sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan dari pemohon PKPU tertanggal 18 September 2018, dan setelah Majelis mencermatinya, kelima nama yang disebutkan tersebut, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kurator dengan pertimbangan bahwa kelima nama tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Kurator dan dalam catatan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, yang bersangkutan tidak sementara menangani perkara kepailitan lebih dari 3 (tiga) perkara;
Menimbang, bahwa mengenai biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2016 tentang pedoman imbalan jasa bagi Kurator dan Pengurus;
Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon PKPU dinyatakan pailit, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Putusan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para pemohon PKPU Sammy Thomas Tho dan Hendra dengan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks. Dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam perkara Nomor : 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks adalah sebagaimana terurai di atas;
Menimbang, bahwa sampai dengan 7 November 2019 telah diadakan beberapa pertemuan antara Debitor dan Kreditor baik di Pengadilan Niaga pada Pengadian Negeri Makassar maupun pertemuan-pertemuan diluar Pengadilan Niaga Makassar guna pembahasan rencana perdamaian dan sampai saat ini dari Debitor (termohon PKPU) belum memberikan rencana perdamaian yang dapat disepakati oleh kreditor termasuk Pemohon PKPU;
Menimbang, bahwa pemberian perpanjangan waktu PKPU tetap sebelumnya selama 206 (dua ratus enam) hari belum melebihi jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2005 tentang Kepailitan dan PKPU;
Menimbang, bahwa dari laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus belum ada rencana perdamaian yang disepakati dalam proses PKPU CV. Sinar Utama Triputra (dalam PKPU) dan Michael Erica Wongkar (dalam PKPU);
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tidak terpenuhi ketentuan Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan berdasarkan Pasal 285 Jo. Pasal 289 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karenannya Majelis Hakim berpendapat bahwa debitor haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No.37 Tahun 2004, apabila perdamaian ditolak maka Pengadilan harus menyatakan Debitor pailit;
Menimbang, bahwa oleh karena Debitor dinyatakan pailit, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Makassar dan Kurator yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah memohon untuk kepentingan pengurusan PKPU telah memohon:
1.
Irfan Aghasar, S.H., Kurator dan Pengurus sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-25 yang berkedudukan di Dwipa Lawfirm Gedung World Trade Center Trade 2 lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 30, Jakarta.
2.
Jonathan Marpaung, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-208 AH.04.03-2018, tertanggal 5 Juni 2018 yang beralamat di Gedung World Trade Center Trade 2 lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 29-31, Jakarta;
Menimbang, bahwa Jonathan Marpaung, S.H. selaku pengurus dalam proses PKPU telah menolak untuk menjadi Kurator dalam proses Kepailitan melalui suratnya tertanggal 6 November 2019 kepada Hakim Pemutus Perkara melalui Hakim Pengawas. Majelis Hakim berpendapat oleh karena Debitor telah dinyatakan pailit, maka untuk pemberesan harta pailit wajib ditunjuk Tim Kurator dan untuk efisiensi dan efektifitas, Majelis Hakim tetap akan menunjuk: Irfan Aghasar, S.H., Kurator dan Pengurus sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-25 yang berkedudukan saat ini pada Agsahar Law Firm, Rukan Sudirman Park Blok C Nomor 38, Jalan KH. Mas Mansyur Kav.35, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220 selaku Kurator, sebab menurut penilaian Majelis, yang bersangkutan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pemohon, Kreditor dan Termohon PKPU/Debitor;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perpanjangan PKPU tetap termohon telah ditolak maka menurut hukum biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Termohon yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis menilai bahwa sesungguhnya tidak terdapat kesalahan pada majelis hakim yang memutus perkara pailit. Sebab, kedua pemohon dalam perkara a quo baru berstatus sebagai tersangka pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Artinya, klaim Leonardo selaku Direktur CV Sinar Utama Triputra bahwa alat bukti surat yang digunakan dalam pengadilan adalah palsu, juga belum terbukti kebenarannya. Kemudian, penetapan status tersangka tersebut (6 November 2019) hanya sehari sebelum keluar putusan pailit (7 November 2019). Dalam hal ini tentu dapat dimaklumi bahwa majelis hakim yang bersangkutan bisa saja belum mengetahui penetapan status tersangka tersebut. Apalagi, penetapan status tersangka ini dapat dikatakan cukup memakan waktu yang lama. Perlu diketahui bahwa Leonardo telah mengajukan laporan polisi sejak 23 April 2019. 
Terakhir, terkait klaim Leonard bahwa majelis hakim dalam memutus perkara cenderung tidak memperhatikan bukti yang diajukan oleh Termohon PKPU dan hanya mempertibangkan bukti-bukti dari pemohon PKPU, tentu hal ini tidak dapat dijadikan argumen hukum yang berdasar.
2.
Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Putusan Pailit Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga.Mks dan Putusan Pailit Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks
Berbicara masalah perlindungan hukum terhadap kreditor tentu tidak hanyab terbatas pada pemenuhan hak-hak kreditor atas pembayaran utang oleh debitor tetapi kepastian akan waktu pembayaran juga menjadi hal yang serius dalam kasus utang piutang. Ada beberapa instrument hukum yang bisa ditempuh oleh debitor dalam mewujudkan kepentingan haknya.
Perlindungan hukum yang diberikan UU Kepailitan dan PKPU bagi kreditor salah satunya juga dengan adanya action paulina. Action paulina sejak semula telah diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Hal ini memberikan hak kepada Kreditor untuk mengajukan pembatalan atas Tindakan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh Debitor, dengan nama apapun yang dapat merugikan kreditor.
Ketetuan action paulina dalam Pasal 1341 KUH Perdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur prinsip paritas creditorium. Hal ini karena dengan Pasal 1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta kekeyaan Debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang Debitor. Dengan demikian debitor dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memilili utang kepada pihak kreditor.
Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor konkuren untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak yang dimilikinya atas harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit (boedel pailit). Kreditor konkuren dapat mempergunakan ketentuan-ketentuan tersebut guna melindungi ketersediaan boedel pailit yang merupakan sumber pelunasan pembayaran piutang yang dimiliknya, agar jangan sampai terjadi adanya itikad buruk atau kesalahan, baik yang disebabkan kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam kepailitan yang dapat mengurangi nilai boedel pailit, sehingga merugikan kreditor konkuren.
Kepailitian dan penundaan atau pengunduran pembayaran utang (surseance) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitor dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut Kreditor. Dengan perkataan lain, antara Debitor dan Kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Salah satu kewajiban Debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembaikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tertentu tidak merupakan masalah.

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU pengertian utang adalah:
“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.
Adapun beberapa wujud perlindungan hukum berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU di dalam Putusan Pengadilan Negeri/ Niaga Makassar Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/ 2018/ PN.Niaga.Mks  dan Putusan Pengadilan Nomor   4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks adalah sebagai berikut:
1.
Pencocokan (Verifikasi) Piutang
Pencocokan piutang diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 143 UU Kepailitan dan PKPU. Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses Kepailitan. Dengan adanya verifikasi dapat ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing Kreditor.

Rapat Verifikasi dihadiri oleh:
a. Hakim Pengawas sebagai pimpinan rapat;

b. Panitera sebagai pencatat;

c. Debitor, dalam hal ini harus hadir dan tidak bisa diwakilkan (Pasal 121 UUK dan PKPU);

d. Semua Kreditor dapat hadir sendiri atau mewakilkan kepada Kuasanya (Pasal 123 UUK dan PKPU);

e. Kurator harus hadir.

Hal- hal yang dilakukan dalam rapat verifikasi :

a. Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang sementara dibantah oleh Kurator (Pasal 124 ayat (1) UUK dan PKPU);

b. Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar (Pasal 124 ayat (2) UUK dan PKPU);

c. Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau meminta ahli warisnya atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan 59 sumpah kebenaran piutang yang tidak dibantah (Pasal 124 ayat (3) UUK dan PKPU);

d. Jika Kreditor telah meninggal dunia, maka Kurator dapat meminta ahli warisnya yang berhak untuk menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu ada dan belum dilunasi (Pasal 124 ayat (4) UUK dan PKPU);

e. Terhadap piutang yang dimintakan sumpah, sementara sumpah belum dilakukan karena Kreditor tidak hadir atau tidak diwakili, maka piutang tersebut diterima dengan syarat, sampai sumpah dilakukan pada hari yang ditetapkan (Pasal 126 ayat (3) UUK dan PKPU). 
2.
Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor Pailit Kepada Para Kreditor
Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa:
“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”.
Sementara ketentuan ayat (3) yakni :
“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.
Dengan demikian dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri/ Niaga Makassar Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/ 2018/ PN.Niaga.Mks dimana pemohon PKPU yaitu Hj. Harmawati, ST,Nurhayati Arifin dan Hj. Syalbiah, S dan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks dimana pemohon PKPU adalah Sammy Thomas Tho Hendra sebelumnya mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor Pailit ( PT.Amanah Bersama Umat (Abu Tours) dan CV. Sinar Utama Triputra) dalam mendapatkan pelunasan piutangnya tersebut. Akan tetapi permintaan perpanjangan PKPU Debitor pailit CV. Sinar Utama Triputra telah ditolak oleh Pemohon PKPU dan mengusulkan tidak pemberikan perpanjangan waktu untuk PKPU CV. Sinar Utama Triputra (dalam PKPU).
3.
Menghadiri Rapat Kreditor
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah mengatur tentang rapat Kreditor guna memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren untuk turut serta dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyelenggaraan pengurusan dan pemberesan boedel pailit. Sehingga dengan adanya ketentuan tentang mekanisme tersebut dapat dimanfaatkan oleh kreditor konkuren untuk secara langsung membela hak-hak atas piutang yang dimilikinya tersebut dengan memberikan suaranya pada rapat kreditor. Keputusan yang diambil dalam rapat kreditor didasarkan dengan hasil voting yang akan dilakukan kepada seluruh kreditor konkuren.
Adapun hal-hal yang dapat diputuskan dalam rapat kreditor untuk memberikan perlindungan hukum hak kreditor konkuren atas pemenuhan piutangnya dari harta kekayaan debitor pailit, adalah sebagai berikut:

a. Memberhentikan atau mengangkat kurator (Pasal 71 ayat 2);

b. Mengganti panitia kreditor sementara dengan panitia kreditor tetap atau membentuk panitia kreditor jika sebelumnya tidak dibentuk panitia kreditor sementara (Pasal 80 ayat 2);

c. Menerima atau mengesahkan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pailit ( Pasal 151);

d. Memberikan pendapat kepada hakim pengawas terkait dengan cara pemberesan harta pailit dan jika perlu untuk mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu (Pasal 187 ayat 1).
4.
Perdamaian  
Dalam ketentuan Pasal 265 UU Kepailitan dan PKPU “Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor”. Hal ini adalah salah satu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada debitor pailit dalam menawarkan pelunasan piutangnya kepada kreditor dalam wujud perdamaian.
Perdamaian dalam proses kepailitan pada dasarnya sama dengan perdamaian pada umumnya, yang intinya harus adanya kata sepakat antara para pihak yang bertikai. Perdamaian dalam proses kepailitan kata sepakat diharapkan tercapai antara debitor pailit dan para kreditor konkuren terhadap perdamaian yang diusulkan debitor tersebut.
Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme keikutsertaan kreditor konkuren secara langsung dalam memutuskan diterima atau ditolaknya suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit, maka jelaslah bahwa UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren untuk menentukan sikap terkait dengan adanya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit kepadanya. Sehingga dengan ini para kreditor konkruen tersebut dapat mempergunakan hak suara yang dimilikinya dalam rapat kreditor untuk menerima atau menolak rencana perdamaian demi kepentingan kreditor konkuren mendapatkan pemenuhan haknya atas harta kekayaan debitor pailit. Diterimanya rencana perdamaian (accord) yang diajukan oleh debitor pailit, akan mengakhiri keadaan pailit debitor tersebut.
Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Kepailitan dan PKPU yang menyangkut hal-hal yang dapat dilakukan oleh kreditor konkuren apabila terdapat rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh kreditor konkuren untuk memperoleh perlindungan hukum guna terjamin pemenuhan hak atas harta kekayaan debitor pailit.
Selain aturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, diperlukan perhatian lebih dari pihak pengurus PKPU sampai dengan kreditor itu sendiri. Selain pengawasan, pengurus PKPU juga harus selalu menanamkan asas perlakuan sama antara kreditor secara seimbang (Prinsip Paritas Creditorium). Sebagaimana asas keseimbangan yang melandasi penerapan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU 37/2004. 
Hadirnya asas Paritas Creditorium menjadi jaminan bagi lahirnya perlindungan hukum bagi kreditor konkuren sebagaimana yang dipahami bahwasanya perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum
Berdasarkan penjelasan  diatas, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa kedudukan kreditor konkuren dan kreditor separatis dalam proses PKPU adalah sama. Sebagai salah satu lembaga penyelesaian utang, PKPU diharapkan dapat memberikan kesempatan yang besar terhadap kreditor konkuren untuk berperan aktif dalam menjalankan pembahasan rencana perdamaian. Hal ini tentu saja dimaktubkan agar hak-hak yang dimiliki oleh kreditor konkuren dipenuhi dan ditegakkan melalui hukum.
Ketentuan action paulina dalam Pasal 1341 KUH Perdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur prinsip paritas creditorium. Hal ini karena dengan Pasal 1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta kekeyaan Debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang Debitor. Dengan demikian debitor dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memilili utang kepada pihak kreditor.
Pembagian harta debitor pailit untuk kreditor konkuren menggunakan asas pro rata yaitu asas pembagian harta debitor pailit secara secara proporsional disesuikan dengan besarnya tagihan masing-masing kreditor konkuren tersebut. Asas pro rata merupakan pelaksanaan dan penerapan ketentuan KUHPerdata yaitu Pasal 1132 KUHPerdata dimana apabila harta debitor pailit tidak mencukupi untuk membayar hutang kepada kreditor, maka harta debitor pailit tersebut dibagi-bagi antara para kreditor seimbang dengan besarnya piutang masing-masing. 
Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek kepastian, pada hakikatnya tujuan hukum berbicara tentang kepastian, Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai peduman berlaku setiap orang. maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk memberikan kepastian hukum.

Pada konteks keberlakuann ssas pro rata ini berlaku bagi kreditor konkuren, sedangkan untuk kreditor separatis, asas ini tidak diberlakukan karena masing-masing kreditor separatis memiliki hak agunan yang biasanya nilainya lebih besar dari utang dan memiliki kekuasaan untuk melakukan penyitaan dan eksekusi jika hutangnya tidak di bayar tanpa minta persetujuan terlebih dahulu dari debitor
KESIMPULAN
1.
Kedudukan kreditor konkuren dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks, merujuk pada rapat tertanggal 09 Mei 2018, 21 Mei 2018, 02 Juli 2018 dan  voting   pada   tanggal 18  September 2018, maka dapat dikatakan bahwa Kreditor konkuren belum menerima haknya atau belum terpenuhi perlindungan hukumnya, yaitu pengembalian dana umrah karena mesti menunggu sisa pemberesan harta pailit yang harus dibayarkan terlebih dahulu kepada kreditor lain yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor konkuren. Adapun kekuatan hukum dari kreditor konkuren terlihat dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata, sehingga kreditor konkuren sebagaimana kreditor lainnya diberi hak yang sama dalam rapat kreditor berdasarkan jumlah besar kecilnya hak tagih yang dimilikinya.
2.
Pertimbangan hakim dalam memutus Permohonan pailit dengan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/ 2018/ PN.Niaga.Mks  dan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Mks   terbukti dengan jelas dan sesuai dengan fakta hukum. Sedangkan wujud perlindungan Kreditor konkuren dalam putusan in casu yaitu  melakukan Melakukan pencocokan (verifikasi) piutang, Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor Pailit Kepada Para Kreditor, Menghadiri rapat Kreditor, dan perdamaian yang didasarkan pada asas perlakuan sama antara kreditor secara seimbang sebagaimana asas keseimbangan yang melandasi penerapan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU 37/2004.
SARAN

1.
Diharapkan Majelis Hakim dalam memutus perkara kepailitan selain dari pada kasus PT. PT.Amanah Bersama Umat (Abu Tours) dan CV. Sinar Utama Triputra bisa lebih cermat menilai dari segala aspek. Sehingga putusan yang diharapkan yang seadil-adilnya dan diharapkan kedepannya setiap perkara permohonan kepailitan bisa dijalankan prosesnya dengan benar sebagaimana yang telah diatur oleh Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2.
Hendaknya kreditor konkuren melakukan segala hal yang telah ditetapkan di dalam UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana yang telah penulis paparkan, yaitu: melakukan pencocokan piutang (rapat verifikasi), menghadiri rapat kreditor, serta melaukan Tindakan-tindakan tertentu terkait dengan adanya rencana perdamaian yang diajukan debitor. Hal-hal tersebur sebaiknya dilakukan kreditor konkuren untuk dapat memperoleh perlindungan hukum hak kreditor konkuren atas debitor yang telah dinyatakan pailit.
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